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'TENTANG

KEPUIUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR IGGIATAN, PEJABAT PELAKSANA

TEI(NIS KEGIATAN, PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN DAN
PELAKSANA'I'EI(NIS KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang .

I(EPALA BADAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 12 peraturan
IVlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 serta untuk pelaksanaan program dan kegiatan
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2019 maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPIK) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
L Pcr.tturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
llibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4578),

3. Peratu.an Pemerintah Indonesia Nomor 58 T.ihun 2005
tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Ireraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang MiJik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
,1609) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemcrintahan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Mengingat :



5. Peratu.an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4B9O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan
Lembalan Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah b€berapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nofror 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pcngelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri i7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuar-r Sosial Yang
Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeral-r, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 20 12 tentang Perubahan
at.rs Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian I{ibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
tahlln 2006 Nomor 48. Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 2 Serie E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor B Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomor B;

12. Pefaturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 201B Nomor 9);

13 Peraturan Gubernur Banten Nomo! 29 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengeiolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah 'lahun 2007
Non-ror 29) Banten sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir denganPeraturancubernur Banten Nomor 3

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peratura ncubernur Banten Nomor 29 Tahun 2OO7



tentang Sistem dan Prosedur pengeloiaan Keuangan
Daerah Provirrsi Banten;

1.4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2OO9
tentang Tata Carlr Penatausahaan, penyusunan dan
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
(Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2OO9 Nomor 40);

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tafutn 2OO9
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2OO9 Nomor 42);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2O1O
tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah di
Lingkungan Pemerintah P.ovinsi Banten (Berita Daerah
Provinsi Banten tahun 20 10 Nomor 26);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 "fah:uLrL 2OI2
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelengggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten {Be.ita Daerah provinsi
Banten tahun 2012 Nomor 47);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2O1B
tentang Pedoman Pclaksanaan Anggaran PenCapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 2)

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tah:un 2O\8
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 No.1).

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.2-
Huk/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran/ Pengguna

M cLrperha dkzrn

Menetapkan
PERTAMA

Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerirriaan Pembantlr, Bendahara Pengeluaran,
Ber-rdahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Beiwenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

IViEMUTUSKAN

Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Koordinator Kegiatan, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi Kegiatan
dan Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA,
r,vajib melaksanakan tugas berdasarkan peraturan

KEDUA



perundang-undangan.

i Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.KETICA

Tembusan Yth. :

Inspektur Provinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanssal : 9* {.tr7a'!raii As/A

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BANTEN

OPAR SOHARI
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